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Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Para Pejabat Administrator;
4. Para Pejabat Pengawas;
5. Para Pejabat Fungsional;
6. Para Pegawai.
di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M/2/HM.01/111/2020
TENTANG
PANDUAN TINDAK LANJUT TERKAIT PENCEGAHAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
A.Umum

Bahwa sehubungan dengan perkembangan informasi terkait Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19) dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19

Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara

Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi

Pemerintah, perlu menetapkan surat edaran lanjutan mengenai Panduan

Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

B.Maksud dan Tujuan

1. Mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi pegawai
Kementerian Ketenagakerjaan dari resiko COVID-19.

2. Memberikan panduan Work From Home (WFH) bagi pegawai
Kementerian Ketenagakerjaan dalam kaitannya dengan pencegahan
penyebaran COVID-19 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

3. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan Kementerian
Ketenagakerjaan tetap berjalan efektif dan efisien.

C.Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan untuk seluruh pegawai, pejabat,
atasan langsung, dan pimpinan unit/satuan kerja dalam upaya
pencegahan, penanganan, dan pengendalian penyebaran COVID-19 di
lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

D. Dasar Hukum...



D.Dasar Hukum
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Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Arahan Presiden Republik Indonesia di Istana Bogor tanggal 15
Maret 2020;

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian
Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan
Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.

E. Ketentuan
1. Penyesuaian Sistem Kerja

a. Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor diberlakukan bagi:

1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama, dan Pejabat Administrator di kantor Pusat;

2) Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat
Pengawas di Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) dan
Politeknik Ketenagakerjaan.

b. Pelaksanaan WFH diberlakukan bagi:

1) Aparatur Sipil Negara yang merasa kurang sehat dan/atau
suhu tubuhnya di atas 38°C;

2) Pejabat pengawas, pejabat fungsional, pelaksana, dan pegawai
pemerintah non pegawai negeri/tenaga penunjang.

c. WFH merupakan Kkegiatan melaksanakan tugas kedinasan,
menyelesaiakan output, koordinasi, meeting, dan tugas lainnya
dari tempat tinggal pegawali.

d. Pengaturan sistem kerja tersebut agar tetap memperhatikan dan
tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan kepada masyarakat sehingga diberlakukan persentase
jumlah pegawai yang bekerja di kantor maksimal 20% dari
keseluruhan jumlah pegawai (tanpa melalui mekanisme
penjadwalan bergantian) yang akan diatur oleh masing-masing
unit kerja Eselon II.

e. Aparatur Sipil Negara yang sedang melaksanakan tugas kedinasan
di rumah/tempat tinggal (work from home) melaporkan hasil kerja
kepada atasan langsung secara harian dan harus berada dalam
tempat tinggalnya masing-masing kecuali dalam keadaan
mendesak, seperti misalnya untuk memenuhi kebutuhan terkait
pangan, kesehatan, ataupun keselamatan dan harus melaporkan
kepada atasan langsung;

f. Dalam hal terdapat rapat/pertemuan penting yang harus dihadiri,
Aparatur Sipil Negara yang sedang melaksanakan tugas kedinasan
di rumah/tempat tinggal (work from home) dapat mengikuti rapat
tersebut melalui sarana teleconference dan/atau video conference
dengan memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi maupun

media elektronik.
g. Presensi...



g. Presensi bagi Aparatur Sipil Negara yang sedang melaksanakan

tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (work from home)
melalui swafoto dan bagi Aparatur Sipil Negara yang
melaksanakan tugas kedinasan di kantor melakukan presensi
secara manual.

.Untuk tenaga pendukung (satuan pengamanan, tenaga

kebersihan, pramubakti, teknisi, receptionist, dan pengemudi
operasional) kehadiran diatur oleh Kepala Biro Umum dan unit
kerja masing-masing;

. Pelaksanaan tugas kedinasan di tempat tinggal sebagaimana

dimaksud, dilakukan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan
akan dievaluasi lebih lanjut, sesuai kebutuhan.

2. Penyelenggaraan Kegiatan dan Perjalanan Dinas

a.

Penyelenggaraan rapat/pertemuan yang melibatkan/mengundang
banyak orang baik dalam negeri maupun luar negeri untuk
ditunda/dibatalkan sementara waktu sampai pemberitahuan lebih
lanjut;

. Penyelenggaraan rapat-rapat agar dilakukan sangat selektif sesuai

tingkat prioritas dan urgensi yang harus diselesaikan dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui
media elektronik yang tersedia.

. Penyelenggaraan pelatihan di UPTP, untuk proses rekrutment

melalui online tetap dilaksanakan, sedangkan rekrutment dengan
metode offline ditunda. Penyelenggaraan pelatihan boarding yang
saat ini sedang berjalan tetap dilanjutkan, namun untuk pelatihan
skema non boarding agar dihentikan sementara.

. Proses perkuliahan untuk mahasiswa Politeknik Ketenagakerjaan

agar dilakukan dengan cara pembelajaran jarak jauh (daring).

. Perjalanan dinas dalam negeri agar dilakukan secara selektif dan

sesual dengan tingkat prioritas/urgensi, serta harus dilakukan
dengan mengikuti prosedur/protokol kesehatan. Sedangkan
perjalanan dinas luar negeri agar dilakukan penundaan.

Bagi pegawai yang baru selesai/kembali dari
penugasan/perjalanan ke luar negeri yang terkonfirmasi
dijumpai/terinfeksi COVID-19 diminta agar segera menghubungi
Hotline Centre Corona melalui Nomor telepon 119 (ext) 9 dan/atau
Halo Kemkes pada Nomor 1500567.

F. Penutup...



F. Penutup

1. Para Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, Pimpinan Unit Organisasi
Non-Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri
Ketenagakerjaan melakukan pengawasan, pelaksanaan, dan
tindaklanjut terkait Surat Edaran ini.

2. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai
dengan terbitnya kebijakan/pernyataan lebih lanjut dari Pimpinan
Kementerian Ketenagakerjaan.
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